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TENTANG

PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL (BOP) STAF LAPANGAN
KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)

TAHUN 2019
EEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Menimbang : 2  bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Loan Integrated
. Participatory Development And Management Of Irrigation
pelaksanaan

Program (IPDMIP) dan menunjang kelancaran
program dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu
dialokasikan Biaya Operasional (BOP) kepada setiap Staf
Lapangan diwilayah Daerah Irigasi (DI) Tahun Anggaran
2019;

b, Bahwa untuk memenuhi maksud point (a) diatas perlu
ditetapkan  dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir
Selatan; |

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan

Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-
Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-
. i Undang Nomor 58 Tahun 1958 (lembaran Negera Republik
ndonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

’ omor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
publik Indonesia Tahun 1974 Nomor

ra Republik Indonesia 3046);

2004 tentang Perimbangan
Negara Republik Indonesia
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2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Undang Undang Nemor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601});

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593};

S. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4624);

' 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nmnm'4859); ;

13. Pmmman Pemennmh Nomor 37 Tahun 2010 tentang
) - (Lembaran Neg!a Republik Indonesia Tahun
Iembaran Negara Republik

b |

nor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
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Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Umum, Menteri Pertanian dan

60.KPTS/KP/50/V/1999 dan

20. Keputusan bersama Men‘ten'
Menengah, Menteri Pekerjaan

Menteri Dalam Negeri Nomor : 5
Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui Koperasi;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT /M/2015

tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
Umum dan Perumahan Rakyat

23. Peraturan Menteri Pekerjaan
gembangan dan

Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pen
Pengelolaan Sistem Irigasi;

24. Peraturan Daerah Kabupaten P
2011 Rencana Tata Ruang
Selatan Tahun 2010-2030;

25. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 09 tahun
2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;

26. Peraturan bupati pesisir selatan nomor 39 tahun 2016
tanggal tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas
pokok,fungsi,tata kerja dan uraian tugas jabatan stuktural
dinas tanaman pangan hortikultura, dan perkebunan
kabupaten pesisir selatan;

esisir Selatan Nomor 7 Tahun
Wilayah Kabupaten Pesisir

27. Peraturan bupati pesisir selatan nomor 95 tahun 2018
tentang penjabaran anggran pendapatan belanja daerah
kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;

28. Keputusan bupati pesisir selatan nomor 900/43/Kpts/BPT-
PS.2019 tentang penunjukan penggunaan anggaran,kuasa
pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara
pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu di
lingkup pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan tahun

anggaran 2019;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU . Menyediakan Biaya Operasional (BOP) bagi staf lapangan diwilayah

Daerah Irigasi (DI) IP.DMIP untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan program/kegiatan dan tugas-tugas dilapangan;

KEDUA : Bij.aya Operasional (BOP) tersebut diberikan berupa Bahan Bakar
Minyak (BBM) sebax}yak 20 (dua puluh) liter/bulan dan
gerlen%kapan g:t 'I‘uhs Ksntor (ATK)/bulan selama 11 (sebelas)

engan dib an adanya tanda terima antara P
Stafulf:\nla - IPDuknkanMIP; a PPTK dengan

KETIGA . Pembayaran Biaya Opcraslnnal (BOP) berupa Bahan Bakar Minyak
@BH} dan Alat Tuhs Kantor (ATK) kepada Staf Lapangan [PDMIP
dﬂm kukan sesuai dengan mmhan Staf Lapangan dengan rincian

bagaim: ntum dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini;

KEEMPAT
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